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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perkawinan 

a) Pengertian Perkawinan 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Sebagaimana nilai dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha 

Esa sehingga dalam aspek serta pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus 

berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan 

kebutuhan lahiriah (jasmani) dan kebutuhan rohani (bathin) yang telah 

diuraikan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.  

Selain Undang-Undang Perkawinan adapun Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 telah mendefinisikan Perkawinan tertuang 

dalam Pasal 2 KHI yaitu: “Perkawinan menurut Hukum Islam merupakan 

pernikahan, merupakan akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” 

Perkawinan adalah sebuah penjanjian (akad), namun arti penjanjian yang 

dimaksud berbeda dengan perjanjian pada Buku III KUH Perdata. Perkawinan 

diartikan sebagai sebuah perjanjian yang bertujuan untuk mewujudkan 

kebahagiaan antara suami dan istri, hal tersebut tidak dibatasi dalam waktu serta 

memiliki nilai religius (aspek ibadah). 7 

b) Syarat Perkawinan 

Perkawinan dapat dinyatakan sah jika memenuhi ketentuan persyaratan 

                                                           
7 Tengku Erwinsyahbana. 2012. Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. 

Jurnal Ilmu Hukum 3(1) h. 4 
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perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mempertegas 

terkait ketentuan sah suatu perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 

Melihat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut maka untuk 

melaksanakan perkawinan harus tunduk kepada hukum agama serta 

kepercayaan masing-masing. Tak Kalah penting bahwasanya perkawinan tidak 

boleh bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Perkawinan. Sehingga meskipun pelaksanaan perkawinan telah tunduk kepada 

ketentuan agama dan kepercayaan namun perkawinan tersebut berlawanan 

dengan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah 

menurut hukum positif Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan menyatakan yakni: “Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”. Adapun persyaratan 

perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:  

a. “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

(Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 th 1974) 

b. Untuk Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 th 2019) 

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 

ayat (2) UU No. 1 th 1974) 

d. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 th 
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1974) 

e. Pelaksanaan Perkawinan tidak melanggar larangan perkawinan 

sebagaimana disebutkan dalam uraian penjelasan Pasal 8 UU No. 1 th 1974 

f. Seseorang yang masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain tidak 

dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) 

dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 UU No.1 th 1974) 

g. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain 

dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh 

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain. (Pasal 10 UU No. 1 th 1974) 

h. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 

tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur 

dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. (Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 

1 th 1974)” 

Menurut Pasal 14 KHI menyebutkan rukun dari perkawinan dalam 

pelaksanaan perkawinan wajib terdapat Calon Suami dan Isteri, Wali nikah, 2 

orang saksi serta  prosesi Ijab dan Kabul. Selanjutnya dalam Pasal 15 hingga 

Pasal 29 KHI tercantum ketentuan calon mempelai, wali nikah, saksi nikah dan 

akad nikah. Meninjau dari uraian penjelasan rukun dan syarat sahnya 

perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun perkawinan adalah landasan 

sahnya perkawinan. Jika persyaratan perkawinan telah terpenuhi sehingga 

perkawinan dinyatakan sah serta menjadi landasan timbulnya hak dan 

kewajiban sebagai suami istri. 

 

B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan 

a) Pengertian Pembatalan Perkawinan 

Ikatan perkawinan dapat terputus sebab beberapa hal, seperti suami 
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menjatuhkan talak kepada istrinya, perceraian atau penyebab lain seperti 

halnya pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan.8 

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan pasangan suami 

istri setelah dilaksanakannya akad nikah. Tercantum pada ketentuan hukum 

islam bahwa sebuah perkawinan dapat batal (neitig) atau dapat dibatalkan 

(vernietigbaar). Terhadap status hukum dari akad nikah yang dilakukan 

yang berkaitan dengan ketentuan rukun serta persyaratan perkawinan, hal 

tersebut dilakukan agar melihat akibat hukum dari akad nikah.9 

Perkawinan yang telah dilaksanakan dapat batal demi hukum dan bisa 

dibatalkan jika cacat hukum dalam prosedur pelaksanaanya. Umumnya 

terdapat dua penyebab timbulnya pembatalan perkawinan. Penyebab 

pertama adalah adanya pelanggaran prosedural perkawinan. Contohnya 

seperti wali nikah yang tidak memenuhi persyaratan, absennya para saksi, 

serta alasan prosedural lain. Penyebab kedua adalah adanya pelanggaran 

terhadap materi perkawinan. Contohnya seperti pelaksanaan perkawinan di 

bawah ancaman, seorang suami melaksanakan poligami tanpa perizinan 

pengadilan atau adanya salah sangka terkait calon suami dan istri. 

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwasanya: 

“Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi 

persyaratan untuk melangsungkan perkawinan”. Pembatalan perkawinan 

akan menyebabkan perkawinan terputus melalui putusan pengadilan akan 

meemutus perkawinan yang dilaksanakan mengandung kecacatan hukum. 

Yang mana hal tersebut mampu dibuktikan dengan tidak terpenuhinya 

persayaratan ataupun rukun perkawinan maupun adanya pelanggaran 

ketentuan yang melarang perkawinan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan 

                                                           
8   Turatmiyah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. 2015. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam 

Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera 
Selatan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(1), h. 164. 

9 R. Seotojo Prawirohamidjojo. 2012. Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di 
Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press h. 74 
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dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan aquo ditegaskan 

bahwasanya arti kata "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa 

tidak batal, bilamana menurut ketentuann hukum agama tidak menentukan 

lain. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan dengan tegas 

bahwa: “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh 

Pengadilan”. Selain itu ketentuan mengatur tentang Pembatalan 

perkawinan juda disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XI 

pada pasal 70 hingga pasal 76 KHI. 

 

b) Alasan Pembatalan Perkawinan 

Dalam  Pasal 26 hingga Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan 

menjabarkan alasan terjadinya pembatalan perkawinan yaitu: 

a. “Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat 

Perkawinan yang tidak berwenang 

b. Wali nikah yang tidak sah; 

c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi; 

d. Perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum 

e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri 

suami atau istri” 

Selanjutnya diatur pada Kompilasi Hukum Islam, tercantum dalam 

Pasal 70 dan 71 KHI menjabarkan penyebab perkawinan batal demi hukum 

serta penyebab perkawinan dapat dibatalkan. Pasal 70 KHI termuat alasan-

alasan perkawinan dapat batal demi hukum yaitu; 

a. “Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad 

nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu 

dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`I 

b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya  
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c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak 

olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria 

lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah 

habis masa iddahnya 

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan 

darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi 

perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu : 

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau 

keatas. 

2. Berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara 

seorang dengan saudara neneknya. 

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu 

atau ayah tiri. 

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan 

bibi atau paman sesusuan. 

e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan 

isteri atau isteri-isterinya.” 

Dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjabarkan alasan atau 

sebab perkawinan dapat dibatalkan apabila: 

a. “Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama  

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 

isteri pria lain yang mafqud 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain 

d. Perkawinan perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. 

tahun 1974 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 
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tidak berhak 

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan” 

Lebih lanjut dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 

ketentuan terkait pembatalan perkawinan yaitu: 

a. “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang 

melanggar hukum. 

b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 

penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri 

c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 

menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6  bulan setelah itu masih 

tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya 

untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.” 

 

c) Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan 

Hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan. Disebutkan pada 

Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan bahwa: “Yang dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan yaitu:  

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau 

isteri;  

b. Suami atau isteri;  

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan; 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini 

dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara 

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 
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perkawinan itu putus.” 

Tetapi jika pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, 

maka perkawinan tersebut tetap berlangsung.10 Sleanjutnya tercantum pada 

ketentuan Kompilasi Hukum Islam dimana terdapat aturan terkait pihak 

yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang termaktub dalam 

Pasal 73 KHI yaitu: “Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan adalah : 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari 

suami atau isteri 

b. Suami atau isteri 

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 

undang-undang 

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam 

rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.” 

 

d) Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 

Pembatalan perkawinan tentunya menyebabkan sebuah konsekuensi. 

Sama halnya dengan konsekuensi atas perceraian, pembatalan perkawinan 

pun menyebabkan konsekuensi yang mirip dengan perceraian terkait 

perkawinan tersebut yang turut memengaruhi status anak yang dilahirkan11. 

Berkenaan dengan perkawinan yang batal demi hukum atau dibatalkan 

dengan adanya putusan pengadilan, ketika putusan tersebut telah 

berkekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut dinyatakan batal dan 

tidak memiliki kekuatan hukum. Dikarenakan telah dinyatakan tidak sah 

                                                           
10 A. Hasyim Nawawie. 2016. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten 

Tulungagung (Studi Perkara No: 0554/PDT.G/2009/PA.TA dan Perkara No: 
0845/PDT.G/2010/PA.TA). Journal Diversi 2(1) h. 262 

11 Turatmiyah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. op. cit h. 165 
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menurut hukum, maka akta nikah yang diterbitkan oleh KUA akan tidak 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat.12 

Perkawinan yang dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan 

tetap memiliki akibat hukum pada suami atau istri, anak-anaknya, maupun 

pihak ketiga dalam pembatalan perkawinan tersebut. Terdapat kesamaan 

mengenai akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan serta KUH Perdata. Akibat hukum tersebut 

adalah:13 

1. Jika suami/istri beritikad baik pada pelaksanaan perkawinan, maka 

meskipun perkawinannya dibatalkan akan tetap memiliki akibat hukum 

sah terhadap mereka suami/istri dan anak-anaknya (Pasal 28 ayat (2) 

UU No. 1/1974 dan Pasal 95 KUH Perdata). Namun pada Pasal 28 ayat 

(2) menegaskan sekalipun suami/istri beritikad baik tetap pembatalan 

tidak memiliki akibat hukum kepada harta bersama, jika pembatalan 

perkawinan disebabkan adanya perkawinan lain yang terdahulu.  

2. Pihak ketiga yang memiliki itikad baik akan mendapat perlindungan 

serta tidak akan dirugikan terkait hak-haknya (Pasal 28 ayat (2) UU No. 

1/1974 dan Pasal 96 KUH Perdata)  

3. Pada pasal 96 KUH Perdata mengatur tentang akibat hukum terhadap 

pembatalan perkawinan yang tidak diatur dalam UU No. 1/1974 yaitu: 

“Bila salah satu pihak saja yang beritikad baik, maka perkawinan itu 

hanya mempnyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan pihak 

yang beritikad baik dan anak-anaknya. Sedangkan pihak lain yang 

tidak beritikad baik dapat dikenakan pembayaran ganti rugi dan 

bunga.” 

                                                           
12 Muhammad Nur Fajar, Amnawaty, Sepriyadi. 2018. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan 

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Studi Putusan 
Nomor144/Pdt.G/2012/Pa.Sgt) Pactum Law Journal 1(2) h. 105 

13 Komariah. 2013. Hukum Perdata Edisi Revisi. UMM Press. h.45 
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C. Tinjauan Tentang Legal Standing  

Legal standing atau kedudukan hukum adalah kondisi seseorang atau suatu pihak 

telah memenuhi persyaratan selaku subyek hukum untuk mengajukan permohonan 

perkara kepada pengadilan menurut undang-undang. Istilah Legal Standing kerap 

diartikan pula sebagai standing, ius standi, persona standi, yang jika ditafsirkan ke 

dalam bahasa Indonesia yakni hak gugat ataupun sering kali disebut sabagai kedudukan 

gugat.14 Legal standing berkaitan dengan locus standi atau prinsip persona standi in 

judicio, yakni seseorang yang mengajukan gugatan wajib memiliki hak serta kapasitas 

selaku penggugat. Pengertian dari kata “seseorang” dalam hal ini mencakup badan 

hukum. Badan hukum selaku subjek hukum selaku penggugat ataupun tergugat.15 

Adapun asas-asas hukum berhubungan dengan legal standing atau kedudukan hukum, 

yaitu16: 

a. Asas Legitima Persona Standi In Judicio, yang berarti siapa pun dapat menjadi 

pihak di peradilan perdata jika ia memiliki kepentingan hukum yang cukup yang 

dibuktikan melalui alat bukti yang menunjang pembuktian dalam proses peradilan. 

Sejatinya asas ini menegaskan bahwasanya pihak yang mengajukan gugatan harus 

memiliki kepentingan hukum dan seharusnya tidak ada gugatan tanpa adanya 

kepentingan hukum. 

b. Asas Actori Incumbit Probation, menegaskan bahwa barang siapa yang memiliki 

suatu hak ataupun menyampaikan sebuah peristiwa harus membuktikan adanya hak 

atau peristiwa itu. Tercantum dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang 

menegaskan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu 

                                                           
14 Nommy H.T. Siahaan. 2011. Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis 

Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan). Syiar Hukum: Jurnal Ilmu 
Hukum Vol. 13(3) h. 234 

15 Siti Azizah. 2018. Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) 
Dalam Perkara Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama. Jurnal Muslim Heritage. Vol. 3(1) h. 115 

16Asma Karim. 2020. Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan 
Perpanjangan. Jurnal Yudisial. Vol. 13(1) h. 111 
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hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang 

lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau 

peristiwa tersebut.” Hal tersebut menjelaskan bahwa siapa yang mengakui dirinya 

memiliki hak harus dibebankan pembuktian, penggugat harus membuktikan 

adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan yang diajukan serta 

terealisasikan dalam gugatan. 

Ditinjau dari asas-asas tersebut dapat disimpulkan bahwasanya setiap subjek  

hukum baik itu orang maupun badan hukum yang merasa dirugikan dan  hendak 

menuntut keadilan agar mempertahankan ataupun membelanya haknya, sejatinya 

memiliki wewenang untuk bertindak selaku penggugat untuk menggugat pihak  lain  

(legitima  persona  standi  in  judicio) di  pengadilan.  Hal tersebut bertujuan untuk 

mencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang diberikan oleh hukum.17 

D. Tinjauan Tentang Itsbat Nikah 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istbat dinyatakan dengan isbat artinya 

penyungguhan; penetapan; ketetapan; tentu (positif). Adapun isbat nikah ialah 

penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Pada dasarnya kewenangan perkara 

Itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi 

mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Termaktub dalam ketentuan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) disebutkan “Dalam hal perkawinan 

tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan 

Agama”. Dilanjutkan pada pasal 7 ayat (3) KHI bahwa, “Itsbat nikah yang diajukan ke 

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 

b. Hilangnya akta nikah 

c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan 

                                                           
17 Ibid h. 111 



 

 

23 
 

d. Adanya perkawinan yang tejadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. 

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan 

perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat 

dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara 

itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang 

melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang 

Perkawinan pada Pasal 64 yang menegaskan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undag ini 

berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. Pengaturan 

mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) 

Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa 

membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk 

menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan 

atau putusan Pengadilan Agama. Dalam KHI pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa, “Yang 

berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak 

mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.” 

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka syarat-syarat seseorang yang berhak 

mengajukan permohonan Itsbat nikah antara lain: 

a. Suami atau isteri; 

b. Anak-anak mereka; 

c. Wali nikah; dan 

d. Pihak-pihak yang berkepentingan 
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Selanjutnya jika dicermati Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah 

tangan, bahwa Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi 

syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Dan pernikahan harus 

dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk 

menolak dampak negatif atau mudharat (sadd al-zariah). Oleh karena hal tersebut, 

disini pentingnya untuk melakukan Itsbat nikah dengan mencatatkan perkawinannya 

untuk menghilangkan kemudharatan yang akan terjadi kedepannya dan mendatangkan 

kemaslahatan bagi pasangan suami-istri.18  

                                                           
18 Yunus, A. .2020. Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. 
Humanities Genius. 
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